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ABSTRAK

Siti Rahmah. NIM. 230211050145. “Analisis Yuridis Terhadap Izin Poligami
Dan Implikasinya Dalam Putusan Pembatalan Poligami Tanpa Izin
Pengadilan Agama”. Pembombing I Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag. M.Ag.,
dan Pembimbing II Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. MA.Hk., pada Program
Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Tahun
lulus 2025.

Kata Kunci: Izin Poligami, Pembatalan Perkawinan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan Pasal 4-5 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa poligami di Indonesia
harus melalui izin Pengadilan Agama. Kemudian dalam beberapa putusan
Pengadilan Agama terjadi pembatalan poligami yang dilakukan tanpa izin
Pengadilan Agama dengan berlandaskan pada Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum
Islam. Hal ini menjadi menarik karena dalam Islam tidak ada alasan pembatalan
perkawinan atau fasakh karena poligami tanpa izin. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui ketentuan izin poligami dalam perundang-undangan di
Indonesia dan implikasi ketentuan izin poligami dalam putusan pembatalan
poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Bahan hukum utama dalam penelitian ini meliputi Putusan Nomor
165/Pdt.G/2021/PA.Bjb, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Tgr dan Putusan
Nomor 5684/Pdt.G/2024/PA.Sby. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif
terhadap bahan hukum yang sudah didapat untuk menemukan tinjauan hukum
Islam terhadap pengaturan izin poligami dan putusan pembatalan poligami tanpa
izin Pengadilan Agama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa izin poligami tidak menjadi
syarat seseorang sebelum berpoligami dalam Islam, namun adanya izin
Pengadilan Agama sebelum berpoligami merupakan hal yang harus dilakukan
suami agar perkawinan poligaminya tercatat dan mendapatkan legalitas hukum.
ketentuan izin poligami merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk
memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi istri-istri dan anak-
anak dari perkawinan poligami. Pada tiga putusan yang penulis cantumkan terjadi
pembatalan poligami yang tidak melalui izin Pengadilan Agama, yaitu dengan
cara melakukan kebohongan identitas untuk tetap dicatatkan di KUA. Dengan
adanya Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa
poligami dapat dibatalkan jika tidak ada izin Pengadilan Agama merupakan suatu
upaya yang mengandung nilai kemaslahatan untuk melindungi pihak yang
menjadi dirugikan dalam kasus poligami tanpa izin, yaitu istri sebelumnya.

Vi



KATA PENGANTAR

I T
22 BV bt (Gekedlly ST BT e poladly Sl (i 25 4 A

Gy UF Gl o T s

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia,
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khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah
menyelesaikan tesis yang berjudul . “Analisis Pasal 71 KHI Terkait Pembatalan
Poligami Karena Tanpa Izin Pengadilan Agama”, sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar strata dua Magister Hukum, pada Pascasarjana UIN Antasari
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bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbankan pikiran,
waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan
setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. selaku Rektor Universitas Islam
Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Terima kasih penulis haturkan atas segala
sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di Pascasarjana UIN
Antasari. Seoga Allah Swt. Selalu memberikan kelapangan, kesehatan, dan
keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju.

2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN
Antasari Banjarmasin, penulis mengucapkan terima kasih atas segala
pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Pascasarjana. Semoga
Pascasarjana semakin maju sehingga banyak diminati oleh para pencinta ilmu.
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seperti orang tua bagi penulis, terima kasih atas semua doa, bantuan dan
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khususnya mahasiswa/i Program Studi Hukum Keluarga Lokal B yang telah
membantu, memotivasi, serta memberikan saran dan arahan kepada penulis.
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Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
— A Fathah
- I Kasrah
- U Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (J\%ﬁ\) al-rijal bukan ar-rijal, (0leVl) al-diwan

bukan ad-diwan.

Syidah: Misalnya, kata (5;5-2)) tidak ditulis adh-dhariirah melainkan al-

dhariirah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
S Ai adani
9" Au adanu

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab

dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
6 5 a dengan topi di
atas
- 1 dengan topi di
¢ ! atas
s _ u dengan topi di
> " atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun

huruf kamariah. Contoh: al-rijal bukan ar-rijal, al-diwan bukan ad-diwan.

4. Syiddah (Tasydid)




Syiddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda () dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan
menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak

berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (3,3,~2))) tidak ditulis ad-

dhariirah melainkan al-dhariirah, demikian seterusnya.
5. Ta’marbithah
Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbithah terdapat pada
kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/
(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbathah
tersebut diikuti oleh kata sifat (na?) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta
marbtthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan

menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No. Kata Arab Alih Aksara

1. ok )ﬂ Tharigah

2. oY) aaald Al-Jami’ah al-Islamiyyah
3. ) };53\ e Wahda al-Wujad

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih
aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan
yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan
permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain.
Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata
sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
(PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya

ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika

Xi




menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian
halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal
dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya
berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd
al-Samad al-Palimbani; Nuruddin al-Raniri, tidak Nir al-Din al-RanirT.

7. Cara Penulisan Kata
Setiap kata, baik kata kerja (fi‘/), kata benda (ism), maupun huruf (harf)

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-

kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab

Alih Aksara

s 4o _
SEL AU s

dzahaba al-ustadzu

tsabata al-ajru

al-harakah al-‘ashriyyah

asyhadu an 1a ilaha illa Allah

mawlana Malik al-Shalih

yu’tsirukum Allah

w‘ aladll al-mazhahir al-‘aqliyyah
¢ Mty & hub al-istithla’
e A Lote S8 % l-maddah al-mashn(i’ah min al-
Olsh) 2 223t 530N a
5 e 2 > hayawan
el Ok tharf al-‘ayni
a2l al-musahamah, man salaka tharigan

Gb Sl s

man salaka tharigan
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